
BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESITE TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NoMoR 6t reHuN Zoq

TENTANG
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

1.

2.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor

38 Tahun 2023 terrtang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Daeratr Kabupaten

Konawe Selatan, ketentuan pasal 26 ayat \, terkait
Keamanan SPBE;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan

Informasi Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik
di Lingkungan Pemerintal.an Kabupaten Konawe

Selatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 154, Tambahal Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Ta}:rtn 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor l,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

690s);

3. Undang-Undaag Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2671;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang Administrasi

Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 185,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6a00);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20

Tahun 2O16 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam

Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1829);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O18 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2O2O tentang Pemantaun dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Eletronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 994);
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16. Peratural Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2019 tentalg Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan

Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun

2O2l tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar

Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahal

Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021Nomor 541);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN

INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Konawe

Selatan

4. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi pembantu

kepala daerah dan dewan perwakilan ra\rat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah

5. Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik yang

selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan

pernerintahan yang mernanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk rnernberikan layanan kepada

pengguna SPBE.
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6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait
dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan
pemindahan informasi antar media.

7. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk
melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai
ancarnan pihak internal man.tpun eksternal untuk
menjamin kelanjutan proses bisnis, mengr-rrangi risiko
bisnis, serta ted aganya aspek kerahasiaan, keutuhan
dan ketersediaan dari informasi.

a. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan,
keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya terkait data dan
informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

9. Kerahasiaan adalah sesuai dengan konsep hukum
tentang kerahasian (conhdentialit5r) atas informasi dan
komunikasi secara Elektronik.

10. Keutr.rhan adalah sesuai dengan konsep hukum
tentang keutuhan (integrity) atas Informasi Elektronik.

11. Ketersediaan adalah sesuai dengan konsep hukurn
tentang ketersediaan (availabiliQr) atas Informasi
Elektronik.

12. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian
proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE

yang efektif, efisien, dan berkesinarnbungan, serta

mendukrrng layanan SPBE yang berkualitas.
13. Aplikasi SPBE adalah satu atam sekumpulan program

kompr.rter dan prosedr.rr yang dirancang untuk
melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

14. Infrastrr.rktur SPBE adalah serntla perangkat keras,

perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang

utarna untuk rnenjalankan systern, aplikasi,

komr-rnikasi data, pengolahan dan penyirnpanan data,

perangkat integrase/penghubung, dan perangkat

Elektronik lainnya.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kebijakan
internal rnanajernen keamanan informasi SPBE di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan

Kebij akan internal manajernen keamanan informasi
SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. penetapan ruang lingkup;
b. penetapan penanggung jawab;

c. perencaraan;

d. duku ngan pengoperasian;

e. evaluasi kinerja; dan

f. perbaikan berkelanjutan tertradap keamanan
informasi.

Ketentua-n lain untuk mendukung kebij akan internal
manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dapat rnenerapkal
pengendalian teknis keamanan yang meliputi :

a. manajemen risiko;
b. penetapan prosedur pengendalian

keamanan informasi SPBE; dan

c. pengelolaarl pihak ketiga.

BAB II

KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN

KEAMANAN INFORMASI SPPBE

Pasal 3

Penetapan fllarlg lingkup manajernen keamanan

informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (2) huruf a meliputi:
a". data dan informasi SPBE;

b. Aplikasi SPBE; dan

c. Infrastruktur SPBE.

Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan aset Kabupaten Konawe Selatan

yang hams diamankan dalarn SPBE.

2

3

1

2
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Pasal 4
Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh
Bupati.

Penanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijabat oleh sekretaris daerah Konawe Selatan.

Sekretaris daerah Konawe Selatan sebagai penanggung
jawab merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan
dari tugas sebagai koordinator SPBE yang telah
ditetapkan sesuai dengan peraturzrn perundang-
undangan.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab

manajemen keamanan informasi SPBE, koordinator
SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

menetapkan pelaksana teknis Keannanan SPBE.

Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagai dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketua tim; dan

b. anggota tim.
Ketrra Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hurlf
a dapat dijabat oleh pimpinan perangkat daerah yang

membidangi urusan komunikasi dan informatika.
Angqota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b terdiri dari selumh pimpinan perangkat daerah

lainnya yang memiliki, membawahi, membangun,

memelihara, daa/ atalu mengembangkan Aplikasi SPBE

dan/atau Infrastruktur SPBE di lingkungan

Kabupaten Konawe Selatan

Pasal 6

Ketua tim sebagaimana dimaksud dalarn pasal 5 ayat

2 huruf a mempunyai tugas rnernastikan pelaksanaan
manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah Konawe Selatan yang meliputi:
a. menetapkan prosedur pengendalian keamalan

inforrnasi SPBE Kabupaten Konawe Selatan;

3

I

2

J

4

1
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b. mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian
keamanan informasi SPBE di lingkungan
Kabupaten Konawe Selatan;

c. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE

dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar
teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

d. merumuskan, mengoordinasikan, dan
melaksanakan prograrn kerja dan anggaran
Keamanan SPBE;

e. memutuskan dan merancang langkah kelangsungan
layanan TIK dalarn bentuk dokumen business
continuitg dan disasfer recouery pla ns;' dan

f. melaporkan pelaksanaan rnanajemen keamanan
informasi SPBE pada koordinator SPBE.

Arrggota tim sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat 2

huruf b Mempunyai tugas sebagai berikut:

a-. Mengoordinasikandan dan memastikan penerapan

prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE

pada perangkat daerah masing- masing;

tr. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE

dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar
teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;
c. melaksanakan langkah kelangsungan layanan TIK

yang berpedoman pada dokumen bzsiness

continuitg dan di.saster recouery plans; dan

d. berkoordinasi dengan ketr.a tim terkait penerapan

keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana

teknis Keamanan SPBE.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan rnerumuskan:
2
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a. prograin kerja Keamanan SPBE; dan
b. target realisasi prograrn kerja Keamanan SPBE.

Pasal 8
Program kerja Keamanan SPBE sebagairnana
dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit
meliputi:
a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;

b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;

c. peningkatan Keamanan SPBE;

d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
e. amdit Keannanan SPBE.

Target realisasi prograrn kerja Keamanan SPBE

sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b
ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap
tahunnya.

Pasal 9

Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh koordinator
SPBE.

Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas

terhadap:

a. sumber daya manusia Keamanan SPBE;

b. teknologi keamanan SPBE; dan

c. anggaran keamanan SPBE.

Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian

memastikan pelaksanaan manajernen keamanan

informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang

sesual.

Pasal 1O

Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana

dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit

berjumlah 5 (lirna) orang dengan ketentuan harus

memiliki kompetensi:
a-. kearnanan TIK; dan

b. keamanan aplikasi.

2

1

2

3

1
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Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit harus adanya dukungan
kegiatan:

a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi

keamanan aplikasi dan TIK; dan/atau

b. bimbingan teknis mengenai standar teknis dan

prosedur Kearnanan SPBE.

Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat l2l dilakukan agar sumber daya manusia
Keamanal SPBE memiliki kompetensi dan keahliarr
yang rnemadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE.

Teknolo gi keamanan inforrnasi sebagaimana dimaksu d
pada pasal 9 ayat (2) huruf b harus tersedia sesuai

kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap perangkat
daerah.

Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud
pada pasal 9 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan
perenc€rna€rn yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2

ayat (21 huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE.

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen
keamanan inforrnasi SPBE di lingkungan Pemerintah
Daerah Konawe Selatan.

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan:

a.. menganalisis efektifrtas pelaksanaan Keamanan

SPBE; atau
b. mendukung dan merealisasikan program audit

Kearnaman SPBE.

Evaluasi kinerj a sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.

3

4

5

i

2

3

4
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1

2

J

Pasal 12

Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat l2l huruf f dilakukan oleh pelaksana
teknis Keamanan SPBE.

Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi
kinerja.

Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan dengan:
a. Mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan

Keamanan SPBE;

b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara
periodik; dan tindak lanjut hasil audit Keamanan

BAB II
PENGENDALI.AN TEKNIS

Pasal 13

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh setiap perangkat

daerah.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit men5rusun daftar risiko (nsk registefi

dengan ketentuan subtansi meliputi:
a.. inventarisasi aset SPBE;

b. identifrkasi ancarnan dan kerentanan keamanan

terhadap aset SPBE;

c. penilaian risiko keamanan terhadap aset SPBE;

d. penentuan prioritas risiko;
e. analisa dampak jika terjadi risiko;
f. analisa kontrol keamanan yang bisa diterapkan;

dan/atam
g. rekomendasi kontrol kearrranan.

Prosedur pelaksanaan rnanajemen risiko rnengacu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1

2

3
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Pasal 14

Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi
SPBE sebagaima-na dimaksud pada Pasal 2 ayat (3)

huruf b ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis
Keamanan SPBE.

Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi
SPBE sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan
untuk mengimplementasikan manajemen keamanan
informasi SPBE di lingkungan Kabupaten Konawe

Selatan dengan cangkupan aspek dapat meliputi:
a-. keamanan perangkat tekrrologi informasi komunikasi;
b. keamanan j aringan;
c. kearnanan pusat data;
d. keamanan perangkat end- point;
e. keamanan remote utorking;

f. keamanan penyimpanan elektronik;
g. pengelolaan akses kontrol;
h. pengendalian keamanan dari ancarnan uirus dan

malluare;

i. persayaratan keamanan terkait pembangunan dan
pengembangan aplikasi SPBE;

j. pengelolaan aset;

k. keamanan migrasi data;
l. konfrgurasi perangkat lT Seatritg;

rn. perlindungan data pribadi;
n- keamanan komunikasi;
o. kearnanan dalam proses akuisisi, pengembangan

dan pemeliharaan sistem informasi;
p. pengendalian keamanan informasi terhadap pihak

ketiga;
q. penerapan kriptografr;

r. penanganan insiden keamanan informasi;
s. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (basiness

continuitgl;
t. perencanaan pemulillan bencana terhadap layanan

TIK (disa^ster reouery plan sl;

u. audit internal keamanan SPBE; dan / atarr

v. aspek prosedur pengendalian keamanan SPBE
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3 Penetapan prosedur pengendalian kearnanan informasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 15

Setiap perangkat daerah harrs melaksanakan
ketentuan penetapan prosedur pengendalian
keamanan informasi SPBE sebagairnana dimaksud
pada Pasal 14 ayat (3).

Setiap perangkat daerah bertanggung j awab dalam
rnemastikan kegiatan operasional teknologi informasi
yang stabil dan arnan dengan berpedoman pada

pro sedur pengendalian kearnanan informasi S PBE.

Pasal 16

Pengelolaan pihak ketiga sebagairnana dimaksud
da-larn Pasal 2 ayat (3) hunrf c dilakukan oleh setiap
perangkat daerah.

Perangkat daerah harus memastikan seluruh
pembangunan atam pengemba,ngan Aplikasi SPBE

dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak
ketiga mernenuhi standar teknis dan prosedur

Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.

Perangkat daeral. harus memastikan pihak ketiga

memberikan akses sepemrhnya terkait pekerjaan

pernbangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE

dan Infrastrukh.rr SPBE beserta kode sumbernya.

Perangkat daerah harus menetapkan proses,

prosedur atam rencana terdokumentasi untuk
rnemantau layanan dan aspek keamanan

informasi dalarn hubungan kerj asarna dengan

pihak ketiga.

Perangkat daerah harus membuat laporan secara

berkala tentang pencapaian sasaran tingkat
layanan (SLA) dan aspek keamanan yang

disyaratkan dalam perj anjian kontrak dengan

pihak ketiga.

1

2

1

2

3

4

J
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan

kan di Andoolo
PARAF]{OORDINASI 4 AUU 2024

sekoA SELATAN
A9l9.rErt I

ldOrs Po*,n*
{. KAEAG HUXUM v

DDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
4 Juu 2024

KAB
DAERAH KONAWE SELATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6(
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